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Peraturan Perundang-undangan 

 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di 

Lingkungan Departemen Keuangan. 

 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.03/2008 yang menetapkan: Bagi 

orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, 

demikian juga dengan badan, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 

paling lama satu bulan setelah usaha mulai dijalankan. 

 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang kriteria orang 

pribadi yang nyata-nyata tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. 

 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 / KMK.01 / 1994 tanggal 29 Maret 1994 

tentang Reorganisasi pada Dirjen Pajak 

 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan 

Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan 

dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Pajak, Tugas dan Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umun dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP). 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian 

Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai 

Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui 

Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-69/PJ/2009 tentang Tata Cara 

Pindah NPWP. 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang 

Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendapatan Objek Pajak 

Bumi dan Bangunan 
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Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 178/PJ/2004 tanggal 22 

Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang 

Pelaksanaan Ekstensifikasi  Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-59/PJ/2008 tentang Pemberian 

NPWP Bagi Karyawan 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.8/1988 tanggal 2 Oktober 

1988 tentang Wajib Pajak non efektif 

 

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-19/PJ/2007 tentang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama. 

 

 

 

 

 

 


